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Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,
dan Dana Otonomi Khusus, persetujuan atas pembagian Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh
gubernur kepada Menteri Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76,
TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun
2007 No.105, TLN No.4755), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No0.4916), Perpres Rl 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Perpres Rl 78
Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.220), Permenkeu RI 139/PMK.07/2019 (BN
Tahun 2019 No0.1148), Permenkeu Rl 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018
No0.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu
RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 adalah
sebesar Rp3.462.912 .000.000,00 (tiga triliun empat ratus enam puluh dua
miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah).

Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020 menurut
daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Februari
2020.



